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KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

OMOR 474 /33.c/SK/DKPS-LK/2020

TENTANG
INOVASI “PELUMAS”

YANAN UNTUK MASYARAKAT DISABILITAS)
NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

)INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan
administrasi kependudukan yang baru;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk
mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara
Nasional, perlu dilakukan pelayanan yang memudahkan
dan membahagiakan masyarakat;

bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas
setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialami oleh penduduk, perlu diberikan fasilitasi oleh
pemerintah di daerah dalam memenuhi kebutuhan
terhadap kepemilikan dokumen kependudukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tentang Inovasi “PELUMAS” (PELAYANAN UNTUK
MASYARAKAT DISABILITAS) Pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumetera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan
Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

K. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

I} Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);

@. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 56);

p. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
Nomor 89);

q. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Inovasi “PELUMAS” (PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT
ISABILITAS) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
ipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

ovasi “PELUMAS” (PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT
ISABILITAS) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
ipil Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan bentuk
elayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat
isabilitas (Cacat fisik/mental) ke Nagari Nagari dengan
endatangi masyarakat disabilitas tersebut ke rumah.

ovasi “PELUMAS” (PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT
ISABILITAS) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
ipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diciptakan untuk
embangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
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novasi “PELUMAS” (PELAYANAN UNTUK MASYARAKAT
ISABILITAS) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
ipil Kabupaten Lima Puluh Kota diciptakan untuk

emberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada
asyarakat.

mbiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
eputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
elanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
20 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
ependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
ota.

eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
an diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal U/ Apric 2020
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